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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pemahaman yang dapat disimpulkan dari rumusan masalah serta 

keseluruhan pembahasan pada bab pertama hingga pada bab terakhir, setidaknya 

dapat dikemukakan beberapa pokok pikiran yang dapat disimpulkan sebagai 

berikut, yang juga merupakan jawaban dari rumusan masalah: 

1. Respon masyarakat tentang adanya kebijakan larangan penggunaan alat 

penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) mayoritas 

tidak setuju sebanyak 75 (76,5%) orang, setuju 14 (14,3%) orang, sangat 

tidak setuju 9 (9,2%) orang, dan sangat setuju 0 (0%) orang. Respon 

masyarakat nelayan selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan karakteristik 

responden sebagai berikut: 

a. Berdasarkan jenis kelamin yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 75 

(76,5%) responden laki-laki, Setuju 14 (14,3%) responden, Sangat Tidak 

Setuju 9 (9,2%) responden dan Sangat Setuju 0 (0%) responden. Peneliti 

mengutamakan laki-laki karena mereka yang melaut dan mencari ikan 

menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik 

(seine nets). 

b. Berdasarkan usia yang menjawab Tidak Setuju lebih didominasi pada 

usia 40-49 Tahun sebanyak 45 (45,9%) orang, 30-39 Tahun 15 (15,3%) 

orang, >50 Tahun 13 (13,3%) orang, 20-29 Tahun 2 (2%) orang dan <20 

Tahun 0 (0%) orang. Yang Setuju lebih didominasi usia 30-39 Tahun 
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sebanyak 5 (5,1%) orang, 20-29 Tahun 4 (4,1%) orang, 40-49 Tahun 3 

(3,1%) orang, >50 Tahun 2 (2%) orang dan <20 Tahun 0 (0%) orang. 

Yang Sangat Tidak Setuju lebih didominasi pada usia 40-49 Tahun 

sebanyak 4 (4,1%) orang, >50 Tahun 3 (3,1%) orang, 30-39 Tahun 2 

(2%) orang, usia 20-29 Tahundan <20 Tahun 0 (0%) orang. Dan tidak 

seorang pun responden yang merespon Sangat Setuju. 

c. Berdasarkan tingkat pendidikan yang menjawab2Tidak Setuju lebih 

didominasi oleh tingkat pendidikan Tidak Sekolah / Tidak Tamat 

Sekolah yang sebanyak 29 (29,6%) orang, SD 24 (24,5%) orang, SLTP 

14 (14,3%) orang, SLTA 6 (6,1%) orang dan Perguruan Tinggi 2 (2%) 

orang. Yang setuju lebih didominasi oleh tingkat pendidikan SD 

sebanyak 6 (6,1%) responden, Tidak Sekolah / Tidak Tamat Sekolah, 5 

(5,1%) orang, SLTP 3 (3,1%) orang, SLTA dan Perguruan Tinggi 0 (0%) 

orang. Yang sangat tidak setuju lebih didominasi oleh tingkat pendidikan 

Tidak Sekolah / Tidak Tamat SD sebanyak 4 (4,1%) orang, SD 2 (2%) 

orang, SLTA 2 (2%) orang, SLTP1 (1%) orang dan Perguruan Tinggi 0 

(0%). Dan tidak seorang pun responden yang merespon Sangat Setuju. 

d. Berdasarkan penghasilan sebulan sebelum diterapkannya kebijakan, yang 

tidak setuju didominasi oleh penghasilan Rp 1.001.000 – Rp 2.500.000 

sebanyak 37 (37,7%)orang, Rp 2.501.000 – Rp 5.000.000 20 (20,4%) 

orang, Rp 501.000 – Rp 1.000.000 10 (10,2%) orang, >Rp 5.000.000 8 

(8,2%) orang dan Rp 100.000 – Rp 500.000 0 (0%) orang. Yang Setuju 

lebih didominasi oleh penghasilan Rp 1.001.000 – Rp 2.500.000 
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sebanyak 6 (6,1%) orang, Rp 2.501.000 – Rp 5.000.000 6 (6,1%) orang, 

> Rp 5.000.000 2 (2%) orang, Rp 501.000 – Rp 1.000.000 dan Rp 

100.000 – Rp 500.000 0 (0%) orang. Yang Sangat Tidak Setuju lebih 

didominasi oleh penghasilan Rp 501.000 – Rp 1.000.000 sebanyak 4 

(4,1%) orang, Rp 1.001.000 – Rp 2.500.000 3 (3,1%) orang, Rp 

2.5001.000 – Rp 5.000.000 2 (2%) orang, Rp 100.000 – Rp 500.000 dan 

> Rp 5.000.000 0 (0%) orang. Dan tidak seorang pun responden yang 

merespon Sangat Setuju. 

e. Berdasarkan penghasilan sebulan setelah diterapkannya kebijakan, 

didominasi oleh penghasilan Rp 1.001.000 – Rp 2.500.000 sebanyak 35 

(35,7%) orang, Rp 501.000 – Rp 1.000.000 32 (32,7%) orang, Rp 

2.5001.000 – Rp 5.000.000 7 (7,1%) orang, Rp 100.000 – Rp 500.000 3 

(3,1%) orang dan > Rp 5.000.000 0 (0%) orang. Yang setuju lebih 

didominasi oleh penghasilan Rp 2.501.000 – Rp 5.000.000 sebanyak 5 

(5,1%) orang, Rp 1.001.000 – Rp 2.500.000 3 (3,1%) orang, > Rp 

5.000.000 3 (3,1%) orang, Rp 100.000 – Rp 500.000 1 (1%) orang, Rp 

501.000 – Rp 1.000.000 0 (0%) orang. Yang Sangat Tidak Setuju lebih 

didominasi oleh penghasilan Rp 100.000 – Rp 500.000 sebanyak 4 

(4,1%) orang, Rp 501.000 – Rp 1.000.000 2 (2%) orang, Rp 1.001.000 – 

Rp 2.500.000 2 (2%) orang, Rp 2.501.000 – Rp 5.000.000 1 (1%) orang 

dan > Rp 5.000.000 0 (0%) orang. Dan tidak seorang pun responden 

yang merespon Sangat Setuju. 
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2. Kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban 

tahun 2017 setelah diberlakukannya kebijakan dapat dikategorikan sebagai 

masyarakat yang tidak sejahtera, hal ini dapat diketahui dari pernyataan 

mereka bahwa penghasilan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari sebanyak 68 (69,4%) orang. Sedangkan yang merasa cukup 

sebanyak 30 (30,6%) orang. Berikut akan diklasifikasikan berdasarkan 

karakteristik responden sebagai berikuat: 

a. Berdasarkan jenis kelamin yang menyatakan “Tidak Cukup” sebanyak 68 

(69,4%) responden laki-laki. Sedangkan yang menyatakan “Cukup” 30 

(30,6%) responden laki-laki. Peneliti mengutamakan laki-laki karena 

mereka yang melaut dan mencari ikan menggunakan alat penangkapan 

ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets). 

b. Berdasarkan usia yang menyatakan tidak cukup lebih didominasi usia 40-

49 Tahun sebanyak 44 (44,9%) orang, 30-39 Tahun 12 (12,2%) orang, >50 

Tahun 12 (12,2%) orang, <20 Tahun dan 20-29 Tahun 0 (0%) orang. Yang 

menjawab cukup usia 30-39 Tahun sebanyak 10 (10,2%) orang, 40-49 

Tahun 8 (8,2%) orang, >50 Tahun 6 (6,1%) orang, 20-29 Tahun 6 (6,1%) 

orang, dan <20 Tahun 0 (0%) orang. 

c. Berdasarkan tingkat pendidikan yang menyatakan tidak cukup lebih 

didominasi oleh tingkat pendidikan Tidak Sekolah / Tidak Tamat Sekolah 

sebanyak 30 (30,6%) responden, SD 20 (20,4%) responden, SLTP 10 

(10,2%) responden, SLTA 6 (6,1%) responden dan Perguruan Tinggi 0 

(0%) responden. Yang menjawab cukup didominasi oleh lulusan SD 
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sebanyak 12 (12,2%) orang, Tidak Sekolah / Tidak Tamat Sekolah 8 

(8,2%) orang, SLTP 8 (8,2%) orang, SLTA dan Perguruan Tinggi 2 (2%) 

orang. 

d. Berdasarkan penghasilan sebelum diterapkannya kebijakan larangan 

penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik 

(seine nets) yang menjawab tidak cukup didominasi oleh penghasilan Rp 

1.001.000 – Rp 2.500.000 sebanyak 38 (38,8%) orang, Rp 2.501.000 – Rp 

5.000.000 16 (16,3%) orang, Rp 501.000 – Rp 1.000.000 14 (14,3%) 

orang, Rp 100.000 – Rp 500.000 dan > Rp 5.000.000 sebanyak 0 (0%) 

orang. Yang menjawab cukup didominasi oleh penghasilan Rp 2.501.000 

– Rp 5.000.000 sebanyak 12 (12,2%)  orang, > Rp 5.000.000 10 (10,2%) 

orang, Rp 1.001.000 – Rp 2.500.000 8 (8,2%) orang, Rp 100.000 – Rp 

500.000 dan Rp 501.000 – Rp 1.000.000 sebanyak 0 (0%) orang. 

e. Berdasarkan penghasilan setelah diterapkannya kebijakan larangan 

penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik 

(seine nets) yang menjawab tidak cukup didominasi oleh penghasilan Rp 

501.000 – Rp 1.000.000 sebanyak 35 (35,7%) orang, Rp 1.001.000 – Rp 

2.500.000 26 (26,5%) orang, Rp 100.000 – Rp 500.000 7 (7,2%) orang, Rp 

2.501.000 – Rp 5.000.000 dan > Rp 5.000.000 sebanyak 0 (0%) orang. 

Yang menjawab cukup didominasi pada penghasilan Rp 1.001.000 – Rp 

2.500.000 sebanyak 14 (14,3%) orang, Rp 2.501.000 – Rp 5.000.000 13 

(13,2%) orang, > Rp 5.000.000 3 (3,1%) orang, Rp 100.000 – Rp 500.000 

dan Rp 501.000 – Rp 1.000.000 sebanyak 0 (0%) orang. 
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3. Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan menggunakan SPSS versi 16.0 

dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang cukup kuat antara kebijakan 

larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat 

tarik (seine nets) terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan 

Palang Kabupaten Tuban tahun 2017 yaitu sebesar 0,571. Selanjutnya 

dilakukan uji determinasi yang diperoleh nilai sebesar 0,326 yang aratinya 

bahwa 32,6% variabel kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan 

Palang Kabupaten Tuban tahun 2017 dipengaruhi oleh kebijakan larangan 

penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat atarik (seine 

nets) dan sisanya 67,4% dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

B. Saran 

1. Dinas Kelautan dan Perikanan 

Sebaiknya dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan jalan keluar 

bagi masalah kesejahteraan yang sedang dihadapi masyarakat nelayan, 

diberikan pembekalan atau pemberdayaan bagi masyarakat nelayan di 

Kecamatan Palang Kabupaten Tuban seperti yang banyak diharapkan oleh 

sebagian banyak nelayan guna untuk peningkatan kesejahteraan bagi para 

nelayan. Selain itu pemerintah juga harus tegas terhadap nelayan/pengusaha-

pengusaha besar agar memberi tindakan nyata bila terbukti tetap melanggar. 

2. Masyarakat Nelayan 

Sebaiknya masyarakat nelayan harus mendukung upaya pemerintah dalam 

rangka menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan karena itu 
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semua warisan anak cucu kita, percuma kita berantas ilegal fishing jika kita di 

dalam negeri sendiri merusak lingkungan yang berakibat minimnya stok ikan 

masa depan. 

 

 


